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Rekonstruksi

Rekonstruksi

Terlalu banyak institusi yang terlibat dalam penyelesalan masalah hukum pemilu;
Menghapus Kewenangan Mengawasl, Karena pengawasan merupakan tugas dari
peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Pengadilan di MARI sering bermasalah dari segl kapasitas {terhadap kasus-kasus
speslfik) dan integrltas (karena wabah judicial corruption).

Dalam kanteks pemilu Indonesla yang banjir perkara pemilu di mana-mana, ada
kebutuhan untuk menyatuatapkan penyelesalan sengketa atau pelanggaran
pemifu tersebut ke dalam institusl khusus agar satu sama lain tidak saling




